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Hak milik atas tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia. Namun akibat percampuran dalam perkawinan campuran, warga negara asing dapat
memiliki hak milik atas tanah. Untuk itu Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa bagi warga negara
asing yang memiliki hak milik atas tanah akibat percampuran harta dalam perkawinan campuran diwajibkan
untuk melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Kewajiban pelepasan hak milik atas
tanah tersebut kemudian menjadi suatu permasalahan bagi warga negara Indonesia sebagai pihak yang juga
berhak atas hak milik atas tanah tersebut. Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis
saya yakni bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur mengenai kepemilikan tanah oleh warga
negara asing dalam kaitannya dengan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan campuran serta
bagaimanakah analisis mengenai Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt. Tmr
tentang penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan dalam perkawinan campuran. Penulis kemudian
meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti
mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan bahwa, hal
tersebut dimungkinkan dengan sebelumnya mengajukan permohonan terlebih dahulu dan ijin untuk
membuatnya baru muncul ketika Pengadilan melalui Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dalam
kesimpulannya, hak yang dapat dimilki oleh warga negara asing, termasuk dalam hal ini mereka yang
menikah dengan warga negara |ndonesia dan tidak melakukan pemisahan harta, adalah hanya hak pakai.
<hr><i>Rightsto land an exclusive right that can only be owned by Indonesian citizens to own land in the
strongest and fullest. However, due to mixing in mixed marriages, foreigners can own landed property. For
that article 21 Paragraph (3) The Law Number 5 Y ear 1960 Regarding The Regulation Of The Basic
Agrarian Principles mandates that foreign citizens who have the right to land due to mixing in the mixing
property must waive the right for aperiod of 1 (one) year. Liability waiver to land then becomes an issue of
Indonesians citizens as well as the party entitled to the possession of the land. It then becomes the
identification of the problem in my thesis how the legislation rules of law arrange foreigners can own landed
property from their marital property in mixed marriages and then how to analyze verdict of the sentence of
east state court number 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt. Tmr regarding covenant agreement after marriages in mixed
marriages. The author then examines these issues with the method of juridicial normative research, which
examined in reference to the existing rules of law to then be able to answer this problem in a descriptive
analytic. Through the study authors found the answer that, it is possible to do by previously apply for
permission in advance and if the Court of Justice granted the request. In conclusion, the rightsto land in
Indonesia that can be owned by mixed marriage couple who did not have a covenant agreement isonly The
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Right to Use.</i>



